	[image: ]
	PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

	
	



BAB I 
 PENDAHULUAN

A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomis, sosial maupun politik, yang bertujuan sebagai berikut:
a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
b. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan;
c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2014 menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas pada Tahun 2014. 
B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kudus dalam menyusun laporan keuangan mendasarkan pada: 
a. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 
c. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Nomor 4028);


h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negra Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690);
k. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus;
l. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2014;
m. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018;
n. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2014;
o. Peraturan Bupati Kudus Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014.
p. Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kudus.
C. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
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BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET REALISASI KINERJA APBD

A. Ekonomi Makro 
Berbagai kebijakan ekonomi daerah bersinergi dengan pusat telah meningkatkan kekuatan ekonomi daerah. Penguatan ini ditunjukan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi selama 5 (lima) tahun terakhir yang mencapai hampir 4,34 %, dan secara fundamental perekonomian daerah cukup mampu bertahan dan tumbuh meskipun lamban. Sementara itu, terjaganya pertumbuhan ekonomi sekitar 4,34 % dalam lima tahun terakhir cukup mendorong perluasan kesempatan kerja sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka telah berhasil diturunkan dari 6,22 % pada tahun 2010 menjadi 6,14 % pada tahun 2014. Pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang disertai pelaksanaan kebijakan afirmatif 4 klaster dalam 5 (lima) tahun terakhir mendorong penurunan tingkat kemiskinan. Meskipun penurunannya mengalami perlambatan, tingkat kemiskinan yang ada pada tahun 2013 mencapai 8,45 % diperkirakan pada akhir tahun 2014 akan dapat diturunkan menjadi sebesar 8,3 %. Melalui strategi percepatan penurunan kemiskinan yaitu perlindungan sosial, perluasan jangkauan pelayanan dasar, dan pengembangan penghidupan berkelanjutan, tingkat kemiskinan di akhir tahun 2014 diharapkan dapat turun sesuai dengan target.
Kemajuan dalam pertumbuhan ekonomi ditopang oleh stabilitas yang tetap terpelihara. Inflasi dapat dikendalikan dalam batas yang aman. Inflasi Kabupaten Kudus pada tahun 2013 mencapai 8,31 % sedangkan pada tahun 2014 mencapai 8,59 %. Pada tahun 2013 dan 2014 pemicunya adalah kenaikan harga Bahan Bakar Minyak. Disamping itu adanya bencana banjir pada awal 2014 juga mempengaruhi inflasi bulanan yang terakumulasi pada inflasi tahun 2014. Kenaikan indeks harga transport, padi-padian, telur, susu, dan hasilnya, biaya tempat tinggal, dan bahan bakar serta kelompoknya mengakibatkan peningkatan inflasi di Kabupaten Kudus. Bila dibandingkan dengan kabupaten lain sebagai kota inflasi di Jawa Tengah, maka Kabupaten Kudus setara dengan Kota Semarang yang berperan sebagai kota industri dan perdagangan.
Pertumbuhan ekonomi tahun 2013, ditopang oleh konsumsi masyarakat dan pengeluaran pemerintah yang tetap kuat. Walaupun terjadi kenaikan harga BBM bersubsidi pada pertengahan 2013, konsumsi masyarakat tahun 2013 tetap tinggi. Konsumsi masyarakat berhasil dijaga dengan upaya pemerintah melalui program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) untuk tetap menjaga daya beli masyarakat dalam rangka mengkompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi. Adapun pemerintah daerah berupaya dengan meningkatkan daya beli masyarakat dengan menyediakan pelayanan masyarakat secara gratis antara lain pada pendidikan, kesehatan, kependudukan, ketenagakerjaan, pemberian bantuan modal kerja pada berbagai lapangan usaha serta bansos dan hibah yang berbentuk uang kepada kelompok masyarakat.
B. Kebijakan Keuangan
Penyusunan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2013 dilakukan dengan sistem kehati-hatian dalam mengalokasikan dana. Kehati-hatian ini dilakukan agar program program yang telah direncanakan tetap terpadu, terkendali dilaksanakan sesuai dengan Arah Kebijakan Umum APBD. Dalam pengelolaan keuangan daerah telah di diupayakan secara tertib, sesuai peraturan perundang-undangan, dengan prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat. Pada tahun 2014 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014. Penyusunan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2014 didasarkan pula pada prinsip-prinsip:
a. Sesuai dengan penyelenggaraan pemerintah daerah;
b. Dalam pelaksanaan kegiatan telah disesuaikan dengan tahapan dan jadwal yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
c. Melibatkan partisipasi masyarakat;
d. Subtansinya tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.
1. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah
Pendapatan Daerah adalah salah satu komponen dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumbernya, yang terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kemampuan pendapatan daerah sangat menentukan pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah, untuk itu perlu ketepatan dalam perencanaan, kebijakan, target dan strategi dalam pencapaian target pendapatan daerah. Dalam merencanakan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi masing-masing jenis penerimaan daerah. Dalam upaya peningkatan PAD, Pemerintah Kabupaten Kudus tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Kebijakan peningkatan PAD ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayaran retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.
Disamping hal tersebut, kebijakan peningkatan PAD dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditempuh dengan memperhatikan:
a) Membandingkan secara rasional hasil pengelolaan kekayaan daerah dengan nilai kekayaan daerah yang disertakan;
b) Mendayagunakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan untuk dikelola.
Dalam rangka mencapai target pendapatan daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014, diupayakan melalui:
a) Peningkatan penerimaan pendapatan daerah melalui intensifikasi sumber-sumber pendapatan;
b) Meningkatkan pengawasan pemungutan pajak dan retribusi;
c) Melakukan kajian terhadap potensi sumber-sumber pendapatan daerah;
d) Peningkatan pengelolaan dan pengawasan terhadap perusahaan daerah;
e) Peningkatan pengelolaan pelayanan pajak daerah;
f) Efisiensi dan efektifitas pelayanan perijinan;
g) Meningkatkan kualitas SDM pengelola pendapatan; dan
h) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi guna meningkatkan penerimaan pendapatan.
2. Kebijakan Umum Belanja Daerah
Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relative dapat dinikmati oleh masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Selanjutnya mengingat pentingnya belanja daerah, maka perlu ketepatan dalam perencanaan, kebijakan belanja daerah dengan memperhatikan prioritas pembangunan, kendala dan strategi.
Belanja daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Dari besaran dan kebijakan yang berkesinambungan yang terinci dalam program-program indikatif, dapat dibaca kearah mana pembangunan di Kabupaten Kudus. Dari perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan otonomi daerah, sistem dan mekanisme APBD menggunakan sistem anggaran kinerja. Pelaksanaan tersebut membawa implikasi kepada struktur belanja daerah. Arah pengelolaan belanja daerah tahun 2014 adalah:
a) Efisien dan efektif, artinya dana yang tersedia dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
b) Prioritas, artinya penggunaan anggaran diprioritaskan pada program/kegiatan peningkatan infrastruktur guna perluasan pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan akses pelayanan kesehatan, pelayanan kepemerintahan, ketahanan pangan, serta pencapaian visi dan misi Kabupaten Kudus;
c) Setiap kegiatan yang dilaksanakan harus jelas tolok ukur dan targetnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
d) Optimalisasi belanja langsung, diupayakan untuk mendukung tercapainya pembangunan secara efektif dan efisien;
e) Transparan dan akuntabel, artinya setiap pengeluaran dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
C. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
Pemerintah Kabupaten Kudus dalam APBD Tahun Anggaran 2014 telah menetapkan target capaian kinerja setiap pendapatan dan belanja, baik dalam konteks daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan telah memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan yang dimaksud, ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja. Dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2014 dituntut pula adanya pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan dilaksanakan oleh SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang daerah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah. Pemisahan ini akan memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme checks and balances serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam tugas pemerintahan. Selanjutnya hasil dari pelaksanaan dan penatausahaan keuangan tersebut dipertanggungjawabkan dengan Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut:
1. Pendapatan
Target pendapatan daerah tahun 2014 sebesar Rp1.585.733.326.000,00 terealisasi sebesar Rp1.610.237.157.941,00 atau 101,55% dengan rincian: 
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Target PAD sebesar Rp206.560.187.000,00  terealisasi sebesar Rp234.073.380.352,00 atau 113,32%. Secara keseluruhan PAD tercapai melebihi target yang ditentukan, namun khusus pada obyek PAD tentang Retribusi Daerah dari target sebesar Rp22.092.880.000,00 hanya terealisasi sebesar Rp21.083.379548,00 atau 95,43%.
b. Pendapatan Transfer
Target Pendapatan Transfer sebesar Rp1.277.496.657.000,00 terealisasi sebesar Rp1.277.010.279.673,00 atau 99,96% terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebesar Rp1.026.921.246.000,00 terealisasi sebesar Rp1.012.351.534.176,00 atau 98,56% pada Dana Alokasi Khusus ditargetkan sebesar Rp55.188.900.000,00 hanya terealisasi sebesar Rp 41.391.675.000,00 atau 75,00%, hal ini disebabkan pada saat pengajuan termin ke III tidak terealisasi karena termin ke II yang sudah di kirim ke Kas Daerah penyerapannya kurang dari 90%. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya sebesar Rp171.705.007.000,00 terealisasi sebesar Rp169.337.757.000,00 dan Transfer Pemerintah Provinsi Rp78.870.404.000,00 terealisasi Rp95.320.988.497,00 atau 120,86%.
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp101.676.482.000,00 terealisasi Rp99,153.497.916,00 atau 97,52%. Terdiri dari Pendapatan Hibah sebesar Rp6.426.400.000,00 terealisasi sebesar Rp6.248.092.916,00 atau 97,23% dan Pendapatan Lainnya sebesar Rp95,250.082.000,00 terealisasi sebesar Rp92.905.405.000,00 atau 97,54%.
2. Belanja 
Target belanja sebesar Rp1.815.266.664.000,00 terealisasi sebesar Rp1.508.269.213.968,00 atau 83,09% dengan rincian sebagai berikut:
a. Belanja Operasi
Belanja Operasi sebesar Rp1.428.763.064.000,00 terealisasi sebesar Rp1.243.617.948.888,00, atau 87,04% dengan penggunaan, sebagai berikut:
1) Belanja Pegawai yang mengalami kenaikan sebesar 6% dan mencantumkan accres gaji pegawai sebesar 2,5% ditargetkan sebesar Rp811.084.993.000,00 terealisasi sebesar Rp743.723.874.801,00 atau 91,69%. 
2) Belanja Barang sebesar Rp293.853.353.000,00 terealisasi sebesar Rp245.902.063.947,00 atau 83,68%, realisasi ini sesuai dengan kebutuhan riil.
3) Anggaran Belanja Bunga sebesar Rp70.802.000,00 berupa Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat berdasarkan Perjanjian Penerusan Pinjaman No. SLA-859/DP3/1996 tanggal 26 Januari 1996 eks Loan ADB N0. 1198-INO terealisasi sebesar Rp30.359.278,00 atau 42,88% sedangkan tahun 2013 terealisasi sebesar Rp44.378.263,00. 
4) Belanja Hibah sebesar Rp242.655.294.000,00 terealisasi sebesar Rp178.615.789.048,00 atau 73,61%. Belanja Hibah yang tidak terealisasikan antara lain pada Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM sebesar Rp14.917.748.000,00. Realisasi Belanja Hibah ini sesuai dengan yang memenuhi persyaratan untuk penerima Belanja Hibah.
5) Belanja Bantuan Sosial antara lain untuk Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Belanja Bantuan Sosial Kepada kelompok Masyarakat dianggarkan sebesar Rp36.070.987.000,00 terealisasi sebesar Rp32.133.595.000,00 atau sebesar 89,08%, sedangkan realisasi tahun 2013 yaitu sebesar Rp24.098.658.500,00. Realisasi ini sesuai dengan yang memenuhi persyaratan untuk penerima Belanja Bantuan Sosial. 
6) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa sebagai kebijakan untuk memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebesar Rp45.027.635.000,00 terealisasi sebesar Rp43.212.266.814,00 atau 95,97% .
b. Belanja Modal
Belanja modal sebesar Rp376.426.954.000,00 terealisasi sebesar Rp256.850.820.705,00 atau 68,23% yang dipergunakan seluruhnya untuk mendukung terwujudnya keberlangsungan pembangunan utamanya dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dengan penjelasan sebagai berikut:
1) Belanja tanah yang ditetapkan sebesar Rp52.556.120.000,00 hanya terealisasi sebesar Rp6.6.831.263.000,00 atau 13,00%. Realisasi sebesar tersebut antara lain untuk membayar pembebasan tanah pembangunan Waduk Embung Logung seluas 73.828m2 dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.542.547,00 dan 127.664m2 dengan anggaran Rp4.055.821.000,00 yang masih dititipkan di Pengadilan Negeri Kudus (karena masih dalam sengketa) pada kegiatan Belanja Modal Pengadaan Tanah dan Bangunan Air di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Sisa luasan tanah yang belum dibayar disebabkan karena tanah warga atau Perhutani belum memenuhi persyaratan untuk pembayaran.
2) Belanja peralatan dan mesin sebesar Rp88.705.901.000,00 terealisasi sebesar Rp51.319.928.137,00 atau 57,85%, antara lain yang tidak terealisasi adalah:
a) Belanja modal alat-alat kesehatan pada RSUD dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus sebesar Rp15.851.172.000,00 (pada Perubahan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2014) tidak dilaksanakan karena tidak cukup waktu untuk proses pelelangan.
b) Pengadaan alat praktik dan peraga siswa pada Dinas Pendidikan dan Olah Raga sebesar Rp4.192.099.000,00.
3) Belanja bangunan dan gedung sebesar Rp82.223.144.000,00 terealisasi sebesar Rp63.600.772.121,00 atau 77,35%, yang tidak terealisasi antara lain: Dinas Pendidikan dan Olah Raga, pada kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru Sarana Prasarana Pendukungnya sebesar Rp1.614.525.000,00 dan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah sebesar Rp5.418.863.000,00.
4) Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp144.458.235.000,00 terealisasi Rp132.016.003.790,00 atau 91,39%.
5) Belanja aset tetap lainnya sebesar Rp6.134.919.000,00 terealisasi Rp2.002.266.657,00 atau 32,64%, dengan penjelasan antara lain: Untuk pengadaan buku-buku pada Dinas Pendidikan dan Olah Raga sebesar Rp3.486.640.000,00 hanya terealisasi Rp1.291.248.457,00 hal ini dikarenakan: usulan judul buku dari sekolah banyak yang sudah tidak terbit dan juga pengadaan berdasarkan pada kemampuan Penyedia Jasa.
6) Belanja Aset Lainnya sebesar Rp2.348.635.000,00 terealisasi sebesar Rp1.080.587.000,00 atau 46,01%.
c. Belanja Tak Terduga
Belanja Tak Terduga sebesar Rp3.795.920.000,00 terealisasi sebesar Rp1.519.720.000,00 atau 40,04% dipergunakan untuk pengembalian dana Mantan Anggota DPRD Kabupaten Kudus periode 1999-2004 yang dititipkan ke Kas Daerah tahap I kepada Wiyono, SH. Cs.
d. Transfer
Transfer Bagi Hasil Ke Kab/Kota/Desa sebesar Rp6.280.726.000,00 terealisasi sebesar Rp6.280.724.375,00 atau 100%.
Selanjutnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus mengalami Surplus Anggaran sebesar Rp101.967.943.973,00. Sedangkan pada tahun 2013 mengalami defisit sebesar Rp229.533.338.000,00.
3. Pembiayaan
a. Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp325.862.134.000,00 terealisasi sebesar Rp324.647.714.884 atau 99,63%. Pada salah satu komponen Penerimaan Pembiayaan yaitu Penerimaan Dana Talangan Pengadaan Pangan dari LUEP ada pengembalian sebesar Rp400.000.000,00, sedangkan Penerimaan kembali Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan dari LUEP sebesar Rp2.000.000.000,00 terealisasi Rp385.580.000,00 atau 19,28%.
b. Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp96.328.796.000,00 terealisasi sebesar Rp6.113.157.736,00 atau 6,35%. Pada salah satu komponen Pengeluaran Pembiayaan yaitu Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp94.213.796.000,00 hanya terealisasi sebesar Rp6.000.000.000,00 atau 6,37%, realisasi sebesar Rp6.000.000.000,00 tersebut diperuntukan: PDAM sebesar Rp5.000.000.000,00 dan PD BPR Bank Pasar Rp1.000.000.000,00. Pembayaran Pokok Utang sebesar Rp115.000.000,00 terealisasi Rp113.157.736,00 atau 98,40%, yaitu untuk Utang Pinjaman dari Pemerintah Pusat berdasarkan Perjanjian Penerusan Pinjaman No. SLA-859/DP3/1996 tanggal 26 Januari 1996 eks Loan ADB N0. 1198-INO. Pemberian Dana Talangan sebesar Rp2.000.000.000,00 tidak direalisasikan sebab pada saat penetapan Perubahan APBD TA 2014 LUEP yang terdahulu belum lunas.
Selanjutnya Pembiayaan Netto yang ditetapkan sebesar Rp229.533.338.000,00 terealisasi Rp318.534.557.148,00 atau 138,77% dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2014 sebesar Rp420.502.501.121,00. Jumlah tersebut merupakan jumlah surplus anggaran sebesar Rp101.967.943.973,00 dengan pembiayaan netto sebesar Rp318.534.557.148,00. Jumlah SILPA tersebut berupa Kas di Kas Daerah sebesar Rp420.501.105.847,00, (antara lain terdiri dari: sebesar Rp29.125.175.170,00 merupakan Dana Bantuan Gubernur, sebesar Rp127.322,066,668,00 merupakan Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau, sebesar Rp12.479.611.817,00 merupakan Dana Alokasi Khusus, Rp3.215.955.864,00 milik Puskesmas dan sebesar Rp16.027.246.263,00 milik RSU), dan K	as di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp1.395.274,00 yang terdiri dari: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp1.287.265,00, DKK sebesar Rp90.000,00, Kecamatan Undaan sebesar Rp18.000,00 dan Puskesmas sebesar Rp9,00.






BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

	NO.
	NAMA SKPD
	ANGGARAN
(Rp)
	REALISASI
(Rp)
	%

	1 
	2 
	3 
	4 
	5=4/3 

	1
	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	628.297.552.000,00
	554.741.161.513,00
	88,29

	2
	DINAS KESEHATAN
	99.816.503.000,00
	70.648.723.822,00
	70,78

	3
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	136.965.301.000,00
	117.269.743.790,00
	85,62

	4
	DINAS BINA MARGA, PENGAIRAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	177.129.885.000,00
	162.844.774.382,00
	91,94

	5
	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	185.746.159.000,00
	112.541.873.045,00
	60,59

	6
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	8.075.854.000,00
	7.374.311.436,00
	91,31

	7
	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	30.057.616.000,00
	28.764.220.388,00
	95,70

	8
	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
	7.482.112.000,00
	6.579.363.558,00
	87,93

	9
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	9.448.313.000,00
	7.814.516.215,00
	82,71

	10
	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
	17.860.579.000,00
	15.225.613.895,00
	85,25

	11
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	3.512.364.000,00
	1.596.717.427,00
	45,46

	12
	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	39.665.126.000,00
	31.677.303.291,00
	79,86

	13
	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	25.400.167.000,00
	7.755.407.476,00
	30,53

	14
	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
	3.294.588.000,00
	2.957.125.413,00
	89,76

	15
	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	17.690.191.000,00
	13.120.379.801,00
	74,17

	16
	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	7.289.206.000,00
	6.679.036.896,00
	91,63

	17
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	5.583.039.000,00
	4.993.852.980,00
	89,45

	18
	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	9.668.541.000,00
	8.868.836.131,00
	91,73

	19
	BUPATI DAN WAKIL BUPATI
	782.491.000,00
	745.353.709,00
	95,25

	20
	SEKRETARIAT DAERAH
	48.465.870.000,00
	42.214.660.585,00
	87,10

	21
	SEKRETARIAT DPRD
	22.378.062.000,00
	18.173.978.278,00
	81,21

	22
	DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 
	154.152.284.000,00
	143.099.334.717,00
	92,83

	23
	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	18.914.430.000,00
	12.989.067.682,00
	68,67

	24
	INSPEKTORAT
	5.568.714.000,00
	5.353.036.536,00
	96,13

	25
	KECAMATAN KALIWUNGU
	2.475.258.000,00
	2.221.965.764,00
	89,77

	26
	KECAMATAN KOTA
	3.082.595.000,00
	2.864.133.011,00
	92,91

	27
	KECAMATAN JATI
	2.510.038.000,00
	2.219.067.554,00
	88,41

	28
	KECAMATAN UNDAAN
	2.396.663.000,00
	2.147.955.852,00
	89,62

	29
	KECAMATAN MEJOBO
	2.708.576.000,00
	2.493.674.326,00
	92,07

	30
	KECAMATAN JEKULO
	2.568.447.000,00
	2.294.201.531,00
	89,32

	31
	KECAMATAN BAE
	2.550.871.000,00
	2.296.037.836,00
	90,01

	32
	KECAMATAN GEBOG
	2.409.020.000,00
	2.194.433.014,00
	91,09

	33
	KECAMATAN DAWE
	2.755.537.000,00
	2.389.641.828,00
	86,72

	34
	KELURAHAN PURWOSARI
	675.365.000,00
	     609.503.055,00
	90,25

	35
	KELURAHAN SUNGGINGAN
	863.148.000,00
	851.422.857,00
	98,64

	36
	KELURAHAN PANJUNAN
	748.750.000,00
	700.476.241,00
	93,55

	37
	KELURAHAN WERGU WETAN
	885.825.000,00
	864.259.405,00
	97,57

	38
	KELURAHAN WERGU KULON
	1.175.880.000,00
	1.174.853.772,00
	99,91

	39
	KELURAHAN MLATI KIDUL
	765.259.000,00
	737.546.434,00
	96,38

	40
	KELURAHAN MLATI NOROWITO
	1.007.957.000,00
	921.259.899,00
	91,40

	41
	KELURAHAN KERJASAN
	728.781.000,00
	708.566.672,00
	97,23

	42
	KELURAHAN KAJEKSAN
	617.128.000,00
	583.339.785,00
	94,52

	43
	KANTOR KETAHANAN PANGAN
	8.931.177.000,00
	8.599.013.278,00
	96,28

	44
	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	4.156.905.000,00
	2.486.373.939,00
	59,81

	45
	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
	72.347.878.000,00
	52.468.250.702,00
	72,52

	46
	DINAS PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR
	35.660.659.000,00
	32.414.844.247,00
	90,90

	JUMLAH
	1.815.266.664.000,00
	1.508.269.213.968,00
	83,09


 
  B. 	Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan.
1) Pendapatan
Pada tahun anggaran 2014 realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara kumulatif realisasinya telah tercapai.
Penggalian sumber-sumber pendapatan daerah pada sektor pajak dan retribusi terus dilakukan, namun ada beberapa sumber pendapatan daerah yang tidak dapat mencapai target, meliputi:
Alasan Tidak Mencapai Target Pendapatan Asli Daerah 
Tahun Anggaran 2014
	No.
	 
	Jenis Penerimaan
	Target
	Realisasi 
	%
	Penyebab tidak 
mencapai target

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	DPPKD
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.
	Pajak Sarang Burung Walet
	10.000.000
	6.260.600
	62,61
	 - 
	Harga Jual sangat murah

	 
	 
	 
	
	
	
	 - 
	Produksi menurun

	 
	 
	 
	
	
	
	 - 
	Burung waletnya banyak yang mati atau pergi

	2.
	DINAS KESEHATAN 
	
	
	
	 
	 

	 
	1.
	Retibusi Pelayanan Kesehatan
	8.164.810.000
	7.913.337.000
	96,92
	 - 
	Adanya pelayanan kesehatan rawat jalan gratis sesuai Perda No.3 Tahun 2009

	 
	 
	 
	
	
	
	 - 
	Klaim pelayanan Jamkesmas dan Jampersal lebih kecil dari target pendapatan

	 
	2.
	Retribusi Pelayanan Kekayaan Daerah
	300.000.000
	177.375.300
	59,13
	 - 
	Pemeriksaan Laboratorium untuk calon haji sekarang tidak dilaksanakan di UPT. Laboratorium Kesehatan melainkan di UPT Puskesmas sehingga akan berpengaruh terhadap realisasi pendapatan

	 
	3.
	Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas
	16.584.834.000
	11.273.993.000
	67,98
	 - 
	Pendapatan Kapitasi JKN pada Puskesmas untuk bulan Januari s/d April 2014 sebesar Rp. 6.948.697.500 disetor ke Kas Daerah dan di masukkan ke Pos retribusi pelayanan kesehatan sehingga akan mengurangi realisasi pendapatan Kapitasi JKN

	 
	 
	 
	
	
	
	 - 
	Realisasi Kapitasi JKN yang masuk ke rekening puskesmas sebesar Rp. 11.273.993.000,- sehingga total pendapatan dana Kapitasi melebihi target

	3.
	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	
	
	
	 
	 

	 
	1.
	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
	270.500.000
	239.422.000
	88,51
	 - 
	Berkembangnya ruko-ruko baru yang mempunyai lahan parkir sendiri

	 
	 
	 
	
	
	
	 - 
	Menyempitnya area parkir akibat pelebaran trotoar di sepanjang jalan protokol, sehingga kondisi lahan parkir menjadi tidak memadai

	 
	 
	 
	
	
	
	 - 
	Adanya warung yang tutup atau sepi, sehingga juru parkirnya berhenti atau alih profesi

	 
	 
	 
	
	
	
	 - 
	Akibat regulasi Kawasan Tertib Lalu Lintas (KLT) yang melarang kendaraan parkir di sepanjang kawasan tertib lalu lintas sesuai dengan Undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 tahun 2009

	 
	 
	 
	
	
	
	 - 
	Banyaknya juru parkir yang tidak tertib setorannya dengan berbagai alasan

	 
	2.
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
	847.350.000
	776.194.000
	91,60
	 - 
	Adanya bencana banjir yang terjadi diawal tahun 2014, sehingga banyak kendaraan tidak melaksanakan uji berkala

	 
	 
	 
	
	
	
	 - 
	Adanya keterbatasan pengawasan menyangkut dengan anggaran, jumlah personil, dan rutinitas operasi dilapangan. Juga keterbatasan kewenagan untuk melaksanakan tugas mandiri secara langsung dilapangan, sehingga tingkat kesadaran masyarakat untuk melaksanakan uji berkala masih kurang

	 
	3.
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
	25.030.000
	10.880.000
	43,47
	 - 
	Tidak ada penyewa yang mau menggunakan pelataran Terminal Induk maupun Terminal Singocandi karena jauh dari pusat kota.

	 
	4.
	Retribusi Terminal
	456.020.000
	435.731.100
	95,55
	 - 
	Adanya bencana banjir selama bulan Januari - Februari 2014

	 
	 
	 
	
	
	
	 - 
	Pengerjaan Peninggian Jalan, yang mengakibatkan bus-bus AKAP maupun AKDP tidak masuk ke Terminal Induk, jadi TPR turun sangat drastis.

	 
	 
	 
	
	
	
	 - 
	Mayoritas penumpang di Terminal Getas adalah buruh pabrik Djarum dan Nojorono yang mana pada hari sabtu sering libur, sehingga mempengaruhi frekwensi angkutan umum.

	 
	5.
	Retribusi Tempat Khusus Parkir
	726.000.000
	685.130.500
	94,37
	 - 
	Adanya bencana banjir selama bulan Januari - Februari 2014 yang mengakibatkan roda perekonomian tidak stabil berpengaruh pada tempat khusus parkir.

	 
	 
	 
	
	
	
	 - 
	Banyaknya pusat perbelanjaan baru seperti Indomart dan Alfamart yang hampir ada di setiap Kecamatan mengakibatkan penurunan pendapatan retribusi tempat khusus parkir.

	 
	 
	 
	
	
	
	 - 
	Seringnya terjadi penutupan jaan secara total di alun-alun.

	 
	 
	 
	
	
	
	 - 
	Putusnya jembatan Comal pada bulan Juni 2014 berimbas pada jumlah armada truk yang parkir di Pangkalan Truk Klaling menurun.

	 
	6.
	Retribusi Izin Trayek
	20.000.000
	19.540.000
	97,70
	 - 
	Adanya beberapa trayek yang belum memperpanjang surat izin trayek yang jatuh tempo pada tahun 2014, disebabkan kendaraan sudah tidak beroperasi dan dijual, sehingga realisasi belum mencapai 100 %.

	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 

	 
	7.
	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu
	2.500.000
	1.572.000
	62,88
	 - 
	Adanya kesadaran dan ketaatan dari pemilik/operator angkutan perdesaan dalam pembayaran retribusi izin trayek secara tepat waktu, sehingga pendapatan dari denda retribusi relatif kecil.

	4.
	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
	
	
	
	 
	 

	 
	1.
	Retribusi Izin mendirikan Bangunan
	2.409.817.000
	2.300.508.000
	95,46
	 - 
	Mulai tanggal 2 Mei 2014 memberlakukan Perda IMB Nomor 15 Tahun 2011, dimana tarif yang diberlakukan lebih tinggi dari retribusi sebelumnya. Hal ini menyebabkan pemohon perizinan IMB menunda atau bahkan tidak berani melakukan izin karena biaya terlalu tinggi, sehingga hal ini berdampak pada pendapatan retribusi IMB.

	5.
	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	
	
	
	 
	 

	 
	1.
	Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah
	117.607.000
	66.061.500
	56,17
	 - 
	Adanya cuaca/faktor alam yang mempengaruhi, dimana diawal tahun 2014 bulan Januari sampai dengan April ada bencana banjir dan tanah longsor sehingga mempengaruhi kunjungan wisata.

	 
	2.
	Retribusi Tempat Khusus Parkir
	5.000.000
	2.000.000
	40,00
	 - 
	adanya renovasi/pembangunan fisik obyek wisata berakibat mengganggu kenyamanan sehingga wisatawan enggan berkunjung.

	 
	3.
	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
	221.027.000
	169.448.000
	76,66
	 - 
	Adanya persyaratan yang dirasa memberatkan bagi pengunjung untuk menginap di Graha Muria, yaitu bagi yang berpasangan harus menunjukkan surat Nikah/KTP beralamat sama.

	6.
	BAGIAN PENGELOLAAN ASET DAERAH
	
	
	
	 
	 

	 
	1.
	Penjalan peralatan / perlengkapan kantor tidak terpakai
	10.000.000
	4.700.000
	47,00
	 - 
	Hasil penjualan peralatan kantor dari beberapa SKPD yang mengajukan penghapusan jumlahnya sedikit.

	 
	2.
	Penjualan mesin / alat-alat berat tidak terpakai
	25.000.000
	-
	-
	 - 
	Rata-rata alat kantor yang dihapus kondisinya tidak utuh lagi, tidak dapat dimanfaatkan / rusak berat sehingga sangat berpengaruh terhadap hasil penjualan.

	 
	 
	 
	
	
	
	 - 
	Tidak terdapat SKPD yang mengajukan usulan penghapusan alat berat.

	 
	3.
	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua
	25.000.000
	4.250.000
	17,00
	 - 
	Dua SKPD yang melakukan penghapusan kendaraan yaitu Kecamatan Kaliwungu dan Kecamatan Kota (2 sepeda motor)

	 
	3.
	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat
	225.000.000
	26.750.000
	11,89
	 - 
	Satu SKPD (Dinas Cikataru) yang mengusulkan penghapusan kendaraan roda empat yang kondisinya rusak berat (7 tahun keadaan dongkrok)

	7.
	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
	
	
	
	 
	 

	 
	1.
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
	51.983.000
	36.773.000
	70,74
	 - 
	Timbangan ternak tidak dapat mencapai targetkarena kondisi pasar hewan sepi sehingga tidak banyak yang memanfaatkan jasa timbangan ternak

	 
	 
	 
	
	
	
	 - 
	Retribusi traktor roda empat tidak bisa ditarik karena kondisi traktor rusak parah dan sedang dalam proses usulan penghapusan

	 
	2.
	Retribusi rumah potong hewan
	51.612.000
	43.019.250
	83,35
	 - 
	Target tidak terpenuhi karena jagal RPH Ngembalrejo sudah tidak aktif memotong dan RPH yang lain pemotongannya turun

	 
	 
	 
	
	
	
	 - 
	Banyaknya pemotongan liar atau tidak berizin di luar RPH yang tidak dapat ditarik retribusinya.

	 
	 
	 
	
	
	
	 - 
	Banyaknya daging dari luar kota masuk membanjiri pasar Kudus dengan harga murah.

	8.
	DINAS PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR
	
	
	
	 
	 

	 
	1.
	Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
	180.939.000
	122.748.500
	67,84
	 - 
	Terlalu banyak petugas dilokasi parkir umum dimana petugas tersebut sudah bertugas lebih 8 tahun, sehingga tidak bisa menghentikan karena kita tidak bisa memberikan lapangan kerja yang lain.

	 
	 
	 
	
	
	
	 - 
	Tidak adanya upah pungut/pengembalian, sehingga sebagai pemicu kebocoran dianggap sebagai upah.

	 
	2.
	Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah
	447.515.000
	378.711.105
	84,63
	 - 
	Adanya penertiban PKL dan tidak dipungut retribusi di beberapa lokasi

	 
	3.
	Retribusi pasar grosir/pertokoan
	52.894.000
	50.238.000
	94,98
	 - 
	Berkurangnya populasi ternak yang masuk di pasar ternak

	 
	 
	 
	
	
	
	 - 
	Pedagang grosir cenderung membuka lapak sendiri

	 
	 
	 
	
	
	
	 - 
	Pedagang dan pembeli dari luar kota semakin berkurang

	 
	4.
	Retribusi tempat khusus parkir
	721.010.000
	377.242.000
	52,32
	 - 
	Terlalu banyak petugas di lokasi parkir umum dimana petugas tersebut sudah bertugas lebih 8 tahun sehingga tidak bisa menghentikan karena kita tidak bisa memberikan lapangan kerja yang lain
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	Tidak adanya upah pungut/pengembalian sehingga sebagai pemicu kebocoran dianggap sebagai upah



2) Belanja
Faktor-faktor yang menjadi hambatan dan kendala dalam pencapaian target belanja yang telah ditetapkan adalah: 
a. Adanya beberapa Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan ataupun Petunjuk Teknis Kegiatan dari tingkat Provinsi maupun tingkat Pusat penerbitannya setelah APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2014 ditetapkan, dan beberapa kegiatan yang salah dalam penentuan lokasi, sehingga pelaksanaan kegiatan menunggu setelah Perubahan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2014 ditetapkan. Perubahan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2014 baru ditetapkan tanggal 18 Nopember 2014, sehingga untuk kegiatan fisik banyak yang tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu.
b. Dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus Tahun 2014 terjadi perubahan Standar Biaya Umum (khususnya pada belanja konstruksi) dan pemberlakuan Pokja ULP namun SKPD belum siap, hal ini juga memperlambat proses Pengadaan Barang dan Jasa.


BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI


A. Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah 
Entitas Pelaporan Keuangan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kudus 
B. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan 
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca.
Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh Kas Umum Daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Kas Umum Daerah.
Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh Kas Umum Daerah.
C. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
Pemerintah Kabupaten Kudus memiliki kebijakan akuntansi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kudus. Selain itu Pemerintah Kabupaten Kudus mulai Tahun 2014 telah menyusun Laporan Keuangan Daerah dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dapat diikhtisarkan sebagai berikut:
1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan 
Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kudus adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Kudus dan tidak perlu dibayar. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan yang terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.
Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi PPKD maupun SKPD. Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerima di SKPD yang belum disetorkan ke Kas Umum Daerah diakui sebagai Pendapatan Yang Ditangguhkan. Pendapatan tahun anggaran yang bersangkutan adalah pendapatan yang disetor pada periode 1 Januari s/d 31 Desember 2014.
Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek.
Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada akun SILPA pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah. 
2. Kebijakan Akuntansi Belanja
Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten Kudus. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi.
Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD. Belanja melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran. Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.
Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam lain-lain PAD yang sah.
Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi Aset Tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
a. Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
b. Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual;
c. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap yang telah ditetapkan. 
Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi Aset Tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
a. Manfaat ekonomi atas barang/Aset Tetap yang dipelihara:
1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
2) bertambah umur ekonomis, dan/atau
3) bertambah volume, dan/atau
4) bertambah kapasitas produksi, dan/atau
b. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/Aset Tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap yang telah ditetapkan. 
Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa di catat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan dan dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan sosial sebesar nilai yang dikeluarkan.
Belanja bagi hasil dicatat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan. Apabila pada akhir tahun belum direalisasi, maka akan menjadi utang sebesar nilai yang harus dibayar. Kemudian di-reverse pada awal tahun berikutnya, dan pada saat realisasi belanja bagi hasil, mekanismenya melalui belanja bagi hasil.
Bantuan keuangan dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan keuangan sebesar nilai yang dikeluarkan. 
Belanja tidak terduga dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja tidak terduga sebesar nilai yang dikeluarkan. Kriteria untuk belanja tidak terduga ialah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
3. Pembiayaan 
Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Kudus terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas : Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk SILPA. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.
Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.
Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.
Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh Pemerintah Kabupaten Kudus apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir. Rencana pemberian bantuan untuk kelompok masyarakat di atas dicantumkan di APBD dan dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan yaitu pengeluaran investasi jangka panjang. Terhadap realisasi penerimaan kembali pembiayaan juga dicatat dan disajikan sebagai Penerimaan Pembiayaan – Investasi Jangka Panjang. Dengan demikian, dana bergulir atau bantuan tersebut tidak dimasukkan sebagai Belanja Bantuan Sosial karena Pemerintah Kabupaten Kudus mempunyai niat untuk menarik kembali dana tersebut dan menggulirkannya kembali kepada kelompok masyarakat lainnya. Pengeluaran dana tersebut mengakibatkan timbulnya investasi jangka panjang yang bersifat non permanen dan disajikan di neraca sebagai Investasi Jangka Panjang.
4. Kas
Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Kabupaten Kudus/investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan, Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya. 
Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
5. Piutang
Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kabupaten Kudus dan/atau hak Pemerintah Kabupaten Kudus yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang antara lain terdiri dari : Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Dana Bagi Hasil, Piutang Dana Alokasi Umum, Piutang Dana Alokasi Khusus.
Secara garis besar, pengakuan piutang terjadi pada akhir periode ketika akan disusun Neraca dan diakui sebesar surat ketetapan tentang piutang yang belum dilunasi, atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang pada saat terbitnya surat ketetapan tentang piutang.
Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.
6. Biaya Dibayar Dimuka
Biaya dibayar dimuka merupakan penurunan aktiva yang digunakan untuk uang muka pembelian barang atau jasa dan belanja yang maksud penggunaannya akan dipertanggungjawabkan kemudian.
7. Persediaan
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Kudus, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 
Persediaan merupakan aset yang berwujud:
a. barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Kudus;
b. bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi;
c. barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
d. barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan Pemerintah Kabupaten Kudus.
Persediaan antara lain terdiri dari: Persediaan alat tulis kantor; Persediaan alat listrik; Persediaan material/bahan; Persediaan benda pos; Persediaan bahan bakar; Persediaan bahan makanan pokok; dan Hewan/ternak dan tanaman.
Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Kabupaten Kudus dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname), berdasarkan harga perolehan terakhir.
Persediaan disajikan sebesar:
a. biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
b. biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
c. nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
Persediaan hewan/ternak dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.
Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan berkaitan dengan persediaan adalah sebagai berikut:
a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
c. Kondisi persediaan.
8. Investasi Jangka Panjang
Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan.
Investasi jangka panjang terdiri dari:
d. Investasi Non Permanen; adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen terdiri dari:
1) Pembelian Surat Utang Negara;
2) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada fihak ketiga;
3) Investasi non permanen lainnya.
e. Investasi Permanen; adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen Pemerintah Kabupaten Kudus merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kudus pada perusahaan Negara/perusahaan daerah, lembaga keuangan Negara, badan hukum milik Negara, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik Negara;
Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi salah satu kriteria:
a. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Kabupaten Kudus;
b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).
Pengeluaran untuk memperoleh Investasi Jangka Panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Apabila Investasi Jangka Panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Kabupaten Kudus, maka nilai investasi yang diperoleh adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
Pengakuan dan penilaian Investasi Jangka Panjang dilakukan dengan metode ekuitas. Pemerintah Kabupaten Kudus mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima akan mengurangi nilai investasi dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi Pemerintah Kabupaten Kudus dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi Pemerintah Kabupaten Kudus, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi Aset Tetap.
Pelepasan Investasi Jangka Panjang dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan Pemerintah Kabupaten Kudus dan lain sebagainya.
Penerimaan dari pelepasan Investasi Jangka Panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan.
Investasi Jangka Panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kudus, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
9. Aset Tetap
Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Kudus atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
Aset Tetap terdiri dari : Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan dan Instalasi, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.
Salah satu kriteria untuk dapat dikategorikan sebagai Aset Tetap adalah nilainya yang besar. Aset Tetap yang nilai per unitnya kecil dapat langsung dibebankan sebagai belanja pada saat perolehan.
Nilai satuan minimal kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai Aset Tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, dan renovasi.
Setelah perolehan, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan Aset Tetap. Misalnya biaya pemeliharaan (maintenance), penambahan (additions), penggantian (replacement) atau perbaikan (repairs). Pada dasarnya, pengeluaran-pengeluaran untuk Aset Tetap setelah perolehan, dapat dikategorikan menjadi belanja modal (capital expenditures) dan pengeluaran pendapatan (revenue expenditures). Demikian juga halnya dengan pengeluaran-pengeluaran yang akan
 menambah efisiensi, memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas atau mutu produksi. Contoh mengenai pengeluaran-pengeluaran yang akan memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas produksi adalah pengeluaran untuk perbaikan besar-besaran.
Untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria mempunyai masa manfaaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
Biaya perolehan suatu Aset Tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai Aset Tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila Aset Tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan Aset Tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan Aset Tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.
Biaya perolehan dari masing-masing Aset Tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
Suatu Aset Tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian Aset Tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
Suatu Aset Tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu Aset Tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas.
Aset Tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka Aset Tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun Aset Tetap.
Suatu Aset Tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik di masa yang akan datang.
Aset Tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 
Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kabupaten Kudus tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis Aset Tetap sebagai berikut:
a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);
b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
1) penambahan;
2) pelepasan;
3) akumulasi penyusutan;
4) mutasi Aset Tetap lainnya.
c. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
1) Eksistensi dan batasan hak milik atas Aset Tetap;
2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap;
3) Jumlah pengeluaran pada pos Aset Tetap dalam konstruksi; dan
4) Jumlah komitmen untuk akuisisi Aset Tetap.
d. Jika Aset Tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:
1) Dasar peraturan untuk menilai kembali Aset Tetap;
2) Tanggal efektif penilaian kembali;
3) Jika ada, nama penilai independen;
4) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; 
5) Nilai tercatat setiap jenis Aset Tetap.

10. Penyusutan Aset Tetap
a. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
b. Selain tanah, kontruksi dalam pengerjaan, dan aset tetap lainnya seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
c. Aset Tetap Lainnya antara lain berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
d. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.
e. Metode Penyusutan yang digunakan Pemerintah daerah adalah metode Garis Lurus dengan rumusan sebagai berikut:

	Penyusutan per periode
	=
	Nilai yang dapat disusutkan

	
	
	Masa Manfaat


 


Keterangan formula adalah sebagai berikut: 
1) Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun; 
2) Nilai yang dapat disusutkan untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2013. merupakan nilai buku per 31 Desember 2014 Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2013 menggunakan nilai perolehan; dan 
3) Masa manfaat adalah periode suatu Aset Tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik. 
f. Masa manfaat untuk masing-masing katagori aset tetap adalah sebagai berikut:

	Kodefikasi
	Uraian
	Masa Manfaat

	1
	3
	 
	 
	Aset Tetap 
	 

	1
	3
	2
	 
	Peralatan dan Mesin 
	 

	1
	3
	2
	1
	 Alat-Alat Besar Darat 
	10

	1
	3
	2
	2
	 Alat-Alat Besar Apung 
	8

	1
	3
	2
	3
	 Alat-alat Bantu 
	7

	1
	3
	2
	4
	 Alat Angkutan Darat Bermotor 
	7

	1
	3
	2
	5
	 Alat Angkutan Berat Tak Bermotor 
	2

	1
	3
	2
	6
	 Alat Angkut Apung Bermotor 
	10

	1
	3
	2
	7
	 Alat Angkut Apung Tak Bermotor 
	3

	1
	3
	2
	8
	 Alat Angkut Bermotor Udara 
	20

	1
	3
	2
	9
	 Alat Bengkel Bermesin 
	10

	1
	3
	2
	10
	 Alat Bengkel Tak Bermesin 
	5

	1
	3
	2
	11
	 Alat Ukur 
	5

	1
	3
	2
	12
	 Alat Pengolahan Pertanian 
	4

	1
	3
	2
	13
	 Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian
	4

	1
	3
	2
	14
	 Alat Kantor 
	5

	1
	3
	2
	15
	 Alat Rumah Tangga 
	5

	1
	3
	2
	16
	 Peralatan Komputer 
	4

	1
	3
	2
	17
	 Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 
	5

	1
	3
	2
	18
	 Alat Studio 
	5

	1
	3
	2
	19
	 Alat Komunikasi 
	5

	1
	3
	2
	20
	 Peralatan Pemancar 
	10

	1
	3
	2
	21
	 Alat Kedokteran 
	5

	1
	3
	2
	22
	 Alat Kesehatan 
	5

	1
	3
	2
	23
	 Unit-Unit Laboratorium 
	8

	1
	3
	2
	24
	 Alat Peraga/Praktek Sekolah 
	5

	1
	3
	2
	25
	 Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir 
	15

	1
	3
	2
	26
	 Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ Elektronik
	15

	1
	3
	2
	27
	 Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan 
	10

	1
	3
	2
	28
	 Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)
	10

	1
	3
	2
	29
	 Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 
	7

	1
	3
	2
	30
	 Peralatan Laboratorium Hidrodinamika 
	5

	1
	3
	2
	31
	 Senjata Api 
	10

	1
	3
	2
	32
	 Persenjataan Non Senjata Api 
	3

	1
	3
	2
	33
	 Alat Keamanan dan Perlindungan 
	5

	1
	3
	3
	 
	Gedung dan Bangunan 
	 

	1
	3
	3
	1
	 Bangunan Gedung Tempat Kerja 
	50

	1
	3
	3
	2
	 Bangunan Gedung Tempat Tinggal 
	50

	1
	3
	3
	3
	 Bangunan Menara 
	40

	1
	3
	3
	4
	 Bangunan Bersejarah 
	50

	1
	3
	3
	5
	 Tugu Peringatan 
	50

	1
	3
	3
	6
	 Candi 
	50

	1
	3
	3
	7
	 Monumen/Bangunan Bersejarah 
	50

	1
	3
	3
	8
	 Tugu Peringatan Lain 
	50

	1
	3
	3
	9
	 Tugu Titik Kontrol/Pasti 
	50

	1
	3
	3
	10
	 Rambu-Rambu 
	50

	1
	3
	3
	11
	 Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara 
	50

	1
	3
	4
	 
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan 
	 

	1
	3
	4
	1
	 Jalan 
	10

	1
	3
	4
	2
	 Jembatan 
	50

	1
	3
	4
	3
	 Bangunan Air Irigasi 
	50

	1
	3
	4
	4
	 Bangunan Air Pasang Surut 
	50

	1
	3
	4
	5
	 Bangunan Air Rawa 
	25

	1
	3
	4
	6
	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam
	10

	1
	3
	4
	7
	 Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah
	 30

	1
	3
	4
	8
	 Bangunan Air Bersih/Baku 
	40

	1
	3
	4
	9
	 Bangunan Air Kotor 
	40

	1
	3
	4
	10
	 Bangunan Air 
	40

	1
	3
	4
	11
	 Instalasi Air Minum/Air Bersih 
	30

	1
	3
	4
	12
	 Instalasi Air Kotor 
	30

	1
	3
	4
	13
	 Instalasi Pengolahan Sampah 
	10

	1
	3
	4
	14
	 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan 
	10

	1
	3
	4
	15
	 Instalasi Pembangkit Listrik 
	40

	1
	3
	4
	16
	 Instalasi Gardu Listrik 
	40

	1
	3
	4
	17
	 Instalasi Pertahanan 
	30

	1
	3
	4
	18
	 Instalasi Gas 
	30

	1
	3
	4
	19
	 Instalasi Pengaman 
	20

	1
	3
	4
	20
	 Jaringan Air Minum 
	30

	1
	3
	4
	21
	 Jaringan Listrik 
	40

	1
	3
	4
	22
	 Jaringan Telepon 
	20

	1
	3
	4
	23
	 Jaringan Gas 
	30


11.  Dana Cadangan 
Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan ini disisihkan beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa datang. 
Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan harus diatur dengan peraturan daerah, sehingga Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan Dana Cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga.
Dana Cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka Dana Cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.
12. Aset Lainnya
Aset lainnya adalah aset Pemerintah Kabupaten Kudus yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Dana Cadangan.
Aset Lainnya terdiri dari:
a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran
Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Kabupaten Kudus secara angsuran kepada pegawai Pemerintah Kabupaten Kudus. 
Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.
Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.
c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.
Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa:
1) Bangun, Kelola, Serah (BKS)
Bangun, Kelola, Serah (BKS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset Pemerintah Kabupaten Kudus oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada Pemerintah Kabupaten Kudus setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.
Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Kabupaten Kudus sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh Pemerintah Kabupaten Kudus. Kalaupun disertai pembayaran oleh Pemerintah Kabupaten Kudus, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BKS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama.
Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
2) Bangun, Serah, Kelola (BSK)
Bangun, Serah, Kelola (BSK) adalah pemanfaatan aset Pemerintah Kabupaten Kudus oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Kudus untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.
Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Kabupaten Kudus disertai dengan kewajiban Pemerintah Kabupaten Kudus untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh Pemerintah Kabupaten Kudus ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.
Kebijakan Akuntansi:
Bangun, Serah, Kelola (BSK) dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun, yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
d. Aset Tidak Berwujud
Aset tidak berwujud adalah Aset Tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh Pemerintah Kabupaten Kudus.
Aset tidak berwujud meliputi: Software komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun; Lisensi dan franchise, Hak cipta (copyright), paten, dan hak lainnya; Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang. 
e. Aset Lain-lain.
Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kabupaten Kudus. 
1) Aset Bersejarah (Heritage Assets)
Kebijakan akuntansi aset bersejarah tidak mengharuskan Pemerintah Kabupaten Kudus untuk aset bersejarah (heritage assets) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2) Aset Infrastruktur (Infrastructure Assets)
Beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset infrastruktur. Walaupun tidak ada definisi yang universal yang digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut:
a) merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
b) sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
c) tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
d) terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.
Walaupun kepemilikan dari aset infrastruktur tidak hanya oleh Pemerintah Kabupaten Kudus, aset infrastruktur secara signifikan sering dijumpai sebagai aset Pemerintah Kabupaten Kudus. Aset infrastruktur memenuhi definisi Aset Tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini. Contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan, sistem pembuangan, dan jaringan komunikasi.
3) Aset Militer (Military Assets)
Peralatan militer, baik yang umum maupun khusus, memenuhi definisi Aset Tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan akuntansi aset.
13. Kewajiban Jangka Pendek
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Kudus.
Dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Kudus, kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu: Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek jika diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan. Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari:

a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), terdiri dari:
1) Utang Taspen
2) Utang Askes 
3) Utang PPh Pusat
4) Utang PPN Pusat
5) Utang Taperum
6) Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya
b. Utang Bunga, terdiri dari:
1) Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat
2) Utang Bunga kepada Daerah Otonom Lainnya
3) Utang Bunga kepada BUMN/BUMD
4) Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan 
5) Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya
6) Utang Bunga Luar Negeri
c. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, terdiri dari:
1) Utang Bank
2) Utang Obligasi
3) Utang Pemerintah Pusat
4) Utang Pemerintah Provinsi
5) Utang Pemerintah Kabupaten/Kota
d. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun.
Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kudus harus diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan biasanya masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
Utang bunga atas utang Pemerintah Kabupaten Kudus harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang Pemerintah Kabupaten Kudus baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang Pemerintah Kabupaten Kudus yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
Pengukuran dan penyajian utang bunga di atas juga berlaku untuk sekuritas Pemerintah Kabupaten Kudus yang diterbitkan pemerintah pusat dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) dan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus (provinsi, kota, dan kabupaten) dalam bentuk dan substansi yang sama dengan SUN.
Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam kategori Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah jumlah bagian Utang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
Pengukuran Utang Jangka Pendek lainnya untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. 
Pengakuan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (Account Payable) pada saat Pemerintah Kabupaten Kudus menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, Pemerintah Kabupaten Kudus harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.
14. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban Jangka Panjang biasanya muncul sebagai akibat dari pembiayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus untuk menutup defisit anggarannya. Secara umum, Kewajiban Jangka Panjang adalah semua kewajiban Pemerintah Kabupaten Kudus yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari: Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri.
Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. 
Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
Untuk sekuritas utang Pemerintah Kabupaten Kudus yang diselesaikan sebelum jatuh tempo karena adanya fitur untuk ditarik oleh penerbit (call feature) dari sekuritas tersebut atau karena memenuhi persyaratan untuk penyelesaian oleh permintaan pemegangnya maka perbedaan antara harga perolehan kembali dan nilai tercatat netonya harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan.
Penghapusan utang adalah pembatalan secara sukarela tagihan oleh kreditur kepada debitur, baik sebagian maupun seluruhnya, jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal di antara keduanya.
Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang Pemerintah Kabupaten Kudus adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. 
Biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau produksi suatu aset tertentu (qualifying asset) harus dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tertentu tersebut.
Apabila suatu dana dari pinjaman yang tidak secara khusus digunakan untuk perolehan aset maka biaya pinjaman yang harus dikapitalisasi ke aset tertentu harus dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang (weighted average) atas akumulasi biaya seluruh aset tertentu yang berkaitan selama periode pelaporan.
15. Ekuitas Dana 
Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Kudus yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban. 
Pengakuan dan Pengukuran Ekuitas Dana telah dijabarkan berkaitan dengan akun Investasi Jangka Pendek, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Aset Lainnya, Dana Cadangan, Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan, dan pengakuan Kewajiban.
Ekuitas Dana diklasifikasikan ke dalam:
a. Ekuitas dana Lancar
Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Ekuitas Dana Lancar terdiri dari:
1) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), merupakan akun lawan yang menampung kas dan setara kas serta investasi jangka pendek.
2) Pendapatan yang ditangguhkan, merupakan akun lawan untuk menampung kas di bendahara penerimaan.
3) Cadangan Piutang, merupakan akun lawan yang dimaksudkan untuk menampung piutang lancar.
4) Cadangan Persediaan, merupakan akun lawan untuk menampung persediaan.
5) Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek, merupakan akun lawan kewajiban jangka pendek.
b. Ekuitas Dana Investasi
Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan Pemerintah Kabupaten Kudus yang tertanam dalam aset nonlancar selain dana cadangan, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Ekuitas Dana Investasi terdiri dari :
1) Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang, merupakan akun lawan dari Investasi Jangka Panjang.
2) Diinvestasikan dalam Aset Tetap, merupakan akun lawan dari Aset Tetap.
3) Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan), merupakan akun lawan Aset Lainnya.
4) Dana yang Harus disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang, merupakan akun lawan dari seluruh Utang Jangka Panjang.
c. Ekuitas Dana Cadangan
Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan Pemerintah Kabupaten Kudus yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan.
Ekuitas Dana Cadangan terdiri atas Diinvestasikan dalam Dana Cadangan.
D. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP 
Kebijakan akuntansi telah diterapkan atas pos-pos laporan keuangan sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan.
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